
Kerja Sama dengan TNP2K dan PRSP 2014

Perlindungan Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan (P2SPK) di Daerah : Studi Kasus
Pelaksanaan Program KJP-KJS di DKI dan
PMKS dan BPMKS di Kota Surakarta

Temu Berbagi Penelitian, 2014-2015
Jakarta, 31 Maret 2015



Tujuan & Metodologi
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Tujuan Utama
• Penyediaan informasi terkait rancangan dan mekanisme rencana

pelaksanaan KIS, KIP dan KKS

Metodologi
• Kualitatif : Wawancara dan FGD di berbagai level (elit

pemerintahan kota, elit desa, rumah tangga penerima)

• Inventarisasi profil program dan analisis kekuatan, peluang, 
kelemahan dan ancaman program

• Pemahaman dan analisis konteks politik dan kelembagaan di 
tingkat lokal
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Program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Apa Saja yang Ada di Daerah?

(1) Program Nasional : 

a. Bidang Pendidikan: BSM, PKH, BOS 

b. Bidang Kesehatan:  JKN (Jamkesmas – BPJS)

c. Ketahanan Pangan : Raskin

(2)  Program Daerah :

a. Bidang Pendidikan: KJP (DKI) dan BPMKS (Surakarta) 

b. Bidang Kesehatan : KJS (DKI) dan PKMS (Surakarta)

c. Ketahanan Pangan: Raskinda (Surakarta)

d. Perumahan : RTLH (Surakarta)



Temuan (1)

Apa saja Relevansi Keberadaan Program di Daerah terhadap
Program Nasional?

1. Visi dan Misi Pemda yang selaras dengan arah dan tujuan
pembangunan nasional.

2. Filling the Gap terhadap exclusion error dari program pusat.

3. Potensi Perluasan cakupan dan sasaran langkah awal mendorong
cakupan universal, nonmiskin dicakup.

4. Penawar gejolak kecemburuan penerima Program Pusat (khususnya 
Raskin).

5. Kian terbukanya peluang integrasi dan sinergitas dengan Program 
pusat awareness menguat di daerah

4



Temuan (2)

Kekuatan dan Peluang pada Tahapan Program Daerah:

• Penetapan Sasaran.

• Sosialisasi

• Kelembagaan

• Penyediaan dan Penyaluran dana (Kartu):

• Manfaat

• Monev, Pelaporan dan Penanganan Aduan
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Temuan (3)

Kelemahan dan Ancaman Umum:

• Monev cenderung formalitas dan lebih berorientasi pada
pengawasan administratif di tingkat penyedia layanan.

• Layanan aduan tidak tersedia, bila ya, terbatas sifatnya.

• Isu korupsi: peluang rekayasa laporan penggunaan dana, calo
pengurusan kartu.

• Isu budaya: meski berada dekat dan paham kondisi, budaya
ewuh pakewuh menghambat objektivitas SKTM

• Lemahnya pemahaman rumah tangga penerima tentang
program 
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Rekomendasi

Rekomendasi Teknis

Perbaikan pada lima tahapan pokok yakni:

• Pengelolaan dan pemutakhiran basis data penetapan sasaran

• Integrasi dan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah

• Perencananaan dan Penganggaran

• Kondisi lokal dan konteks kelembagaan di tingkat lokal

• Monitoring, evaluasi dan penanganan aduan

Rekomendasi Strategis

• Perlunya persiapan Rencana Pengintegrasian pengelolaan seluruh
program perlindungan sosial dalam satu sistem pengelolaan
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